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Abstraksi 
Tesis ini bermaksud untuk mengulas kontribusi Ombudsman dalam 
mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik oleh pemerintah. 
Kontribusi tersebut akan difokuskan pada pandangan-pandangan/ pendapat-
pendapat Ombudsman tentang pelayanan publik yang baik yang dituangkan 
dalam rekomendasi-rekomendasinya. Pandangan/ pendapat Ombudsman 
tersebut adalah pandangan/pendapat hukum in concreto, yaitu 
pandangan/pendapat hukum yang bersifat mengkonkretisasi makna 
pelayanan publik yang baik yang bersumber dari undang-undang. 
Pembahasan sebagaimana dimaksud akan diulas dalam beberapa bagian. 
Pertama adalah berkaitan dengan asas pelayanan publik yang baik. Di 
dalamnya akan dibahas mengenai asas negara hukum dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dalam 
hukum. Selanjutnya, ialah terkait dengan pandangan Ombudsman DIY 
tentang Pelayanan Publik yang baik, baik itu sehubungan dengan fungsi 
Ombudsman dalam pengawasan pelayanan publik oleh pemerintah, 
pandangan Ombudsman DIY atas pelayanan publik yang baik, dan kemudian 
pada akhirnya mengenai konsep pelayanan publik yang baik menurut 
Ombudsman DIY. 
Kata kunci : Ombudsman, rekomendasi, pelayanan publik. 
